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Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib
Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan
oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan,
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS. dan
peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan
tujuan Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris
bertanggung jawab untuk :

a. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha
Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap
kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi.

b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham
dan bertanggung jawab kepada RUPS.

¢. Memastikan penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi
sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam
Perseroan.

Khusus dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris bertanggung
jawab pula untuk :

a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai,
efektif dan efisien.

b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang
diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang
terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi
Komite Audit.

Memastikan Direksi menciptakan dan menjalankan budaya serta kepedulian anti fraud pada
seluruh jajaran organisasi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris
Utama, antara lain sebagai berikut :

Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
rapat.

Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat
Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris mencakup :

1.

10.

Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi
nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Perseroan,
pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan
keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan RKAP sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS
mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan,

Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas
pembukuan Perseroan.

Melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan dengan disertai
saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru
lampau kepada RUPS.

Melakukan pengawasan atas tindak lanjut dari temuan terhadap penyimpangan berdasarkan
peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan prudential banking practices.

Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
ditemukannya (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
perbankan; dan (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan
usaha Perseroan.

Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan peraturan
perundangundangan.

Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat,
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar,
dan/atau Keputusan RUPS.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut :
1.

Memberikan keputusankeputusan atas tindakantindakan Direksi sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan.

Setiap Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri setiap waktu berhak
memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat
bukti, persediaan barang- barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk
keperluan verifikasi dan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Direksi.

Tindakan harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam
rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.

Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan
tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan.

Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh
jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.

Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau
unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan
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10.

11.

Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat
alasan mendesak bagi Perseroan.

Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada vyang
bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.

Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan
Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada
kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Kerja
Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Audit.

Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.



